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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor  38/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan

sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini  dalam  perkara  permohonan  yang

diajukan oleh : 

WARLINAH,  lahir  di  Pemalang,  29  Januari  1969,  umur  55 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,

bertempat tinggal di RT 003 RW 006 Desa Jebed Utara,

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah  membaca  berkas  perkara  beserta  surat-surat  yang

bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

5 Februari 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PN

Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  Sairin  pada  tanggal  11

Januari  1991  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  :  957/20/I/91

tertanggal 11 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki tiga orang

anak bernama : 

1. Aditya Kurniawan, umur 32 tahun

2. Bachtiar Apit Wicaksono, umur 26 tahun

3. Amelia Yunita Nurlarasati, umur 19 tahun

3. Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa  suami  Pemohon  yaitu  Sairin telah  meninggal  dunia  pada

tanggal 01 Agustus 2010 dirumah  RT 003 RW 006 Desa Jebed Utara,

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang karena sakit;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami

Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idCatatan  Sipil,  sehingga  almarhum  Sairin (suami  Pemohon)  belum

dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa  Pemohon  dan  pihak  keluarga  sangat  memerlukan  bukti

kematian atas nama almarhum  Sairin  (suami Pemohon) untuk berbagai

keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat

melaporkan  ke  Kantor  Catatan  Sipil,  maka  terlebih  dahulu  harus  ada

Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

8. Sebagai  bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti  bukti

dalam Pemohon sebagai berikut;

a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327096901690009 tertanggal 21

Februari  2013  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327090601090005 tertanggal 09

Oktober  2019  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c. Foto  copy  Akta  Kelahiran  atas  nama  Pemohon  nomor

14564/DIS/1989 tertanggal 07 November 1989 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d. Foto copy Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon nomor

474.1/1929/Ist/1985  tertanggal  25  Juli  1985  yang  dikeluarkan  oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

e. Fotocopy  Surat  Kematian  suami  Pemohon  No.

471.22/022/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebed Utara,

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

f. Fotocopy Surat Nikah Pemohon nomor : 957/20/I/91 tertanggal

11  Januari  1991  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Negeri  Pemalang  Cq.  Hakim  yang  menangani  perkara  ini

berkenan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. Menetapkan bahwa  di  rumah RT 003 RW 006 Desa Jebed Utara,

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada tanggal 01 Agustus 2010

telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Sairin karena sakit;

3. Memerintahkan  kepada  Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten

Pemalang  untuk  mencatat  tentang  kematian  tersebut  dalam  Buku

Register  Catatan  Sipil  yang  berlaku bagi  Warganegara  Indonesia  dan

sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sairin tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang

seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon  datang  menghadap  sendiri  dan  setelah   permohonan  tersebut

dibacakan,  Pemohon  menyatakan  surat  permohonan  tersebut  tidak  ada

perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

berita  acara  persidangan  perkara  ini,  untuk  menyingkat  Penetapan  ini

dianggap telah termuat dan menjadi  bagian yang tak terpisahkan dengan

Penetapan ini;

Menimbang,  bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal  yang

diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah

diuraikan diatas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  menjawab  persoalan  pokok  mengenai

permohonan akta kematian yang terlambat dilaporkan, terlebih dahulu akan

dibahas  mengenai  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Pemalang  dalam

memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  dan  P.2 terbukti  bahwa

pemohon  bertempat  tinggal  di  RT  003  RW  006  Desa  Jebed  Utara,

Kecamatan  Taman,  Kabupaten  Pemalang yang  masuk  ke  dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai

dengan hukum apabila  permohonan aquo diajukan ke  Pengadilan  Negeri

Pemalang ;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  persoalan

pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,  bahwa  untuk  membenarkan  dalil-dalilnya  Pemohon

telah mengajukan  bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan  P-

6 ;

Menimbang,  bahwa terhadap  bukti  surat  tersebut,  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut : 

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  Pasal  44  Ayat  (1)  menyatakan

bahwa  setiap  kematian  wajib  dilaporkan  oleh  keluarganya  atau  yang

mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian  Sairin (suami Pemohon

sebagaimana bukti P.6) pada tanggal 1 Agustus 2010 (bukti P.5) tidak pernah

dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil

Kabupaten  Pemalang  sehingga  tidak  pernah  ada  pencatatan  mengenai

kematian  suami  Pemohon  tersebut  setelah  lampau  waktu  30  hari

sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006

Tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dalam

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Pemohon  wajib  melaporkan

adanya  kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pemalang  setelah  ditunjukkan  Salinan

Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan

permohonan  voluntair  (sepihak) maka  Pemohon  dibebankan  untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; 

Mengingat,  UU  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24

Tahun 2013, Surat  Direktur Jenderal  Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian  Dalam  Negeri  RI  Nomor:  472.12/932/Dukcapil  tanggal  17

Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah

lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan  pada  tanggal  1  Agustus  2010  telah  meninggal  dunia

seorang laki-laki bernama Sairin (suami Pemohon) di rumah RT 003 RW

006 Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan a quo

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten

Pemalang selanjutnya untuk mencatat Kematian atas nama Dulyani dan

Rainah dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga

Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas

nama Dulyani dan Rainah ;

4. Membebankan  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  permohonan  ini

kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  di  Pemalang  pada  hari  Selasa,  tanggal  13

Februari  2024, oleh  Agustinus  Yudi  Setiawan,  S.H.,M.H Wakil  Ketua

Pengadilan Negeri  Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan

mana   pada   hari   dan tanggal  itu  juga diucapkan di  persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  dengan didampingi  oleh Aswin

Priyatno,  S.H. Panitera  Muda  Hukum  selaku  Panitera  Pengganti  dan

dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

                          Hakim,

   Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran    ……………….. : Rp30.000,-

2. Biaya Pemberkasan/ATK …... :Rp50.000,-

3. Biaya panggilan   ……………  : Rp -

4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-

5. Meterai      ……………………..: Rp10.000,-

6. Redaksi      …………….           : Rp  10  .000,-  

      Jumlah    …………….. ……    : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

      Halaman 5 dari  5 Penetapan Nomor  38/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5


